KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1802 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AR ROHMAH BATURETNO DAMPIT
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang -a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal vang bermutu, perlu  memberikan
kesempatan masvarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan:

b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran  Kkeputusan ini telah memenuhi persvaratan
admimistratif, teknis dan kelavakan vang telah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bldang
Pendidikan Madrasah Nomor

134/Kw.13.2.5/PP.00/12/2019 tanggal 23 Desembf'r

2019 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Malang Nomor: B-
4110/Kk.13.35.2/PP.00.4/12/2019 tanggal 5 Desember
2019:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
Ar Rohmah Baturetno Dampit Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54 10);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wanb
Helajar | Pendidikan Dasar  (Lembaran  Negara R;puhhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 486 3):

. I:t'rmumn Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
I t‘nd;‘mgan Pendidikan  (Lembaran  Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republhik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(lgt‘.mb:‘lrarj.Nf‘gam Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
494”‘. sebagaimana telah  dmbah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemernintah Nomor 74 Tahun 2008:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

215{};

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

8.
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah [btidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
9 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
lLulusan dan Standar Isi Pendidikan

Standar Kompetensi
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah:

10. Peraturan Mentern Pendidikan Nasional Nomor 135 Tahun
1 Minimal Pendidikan di

5010 tentang Standar Pelavanal
Kabupaten/kota scbagaimana  telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23

Atas Peraturan Mentern

Tahun 2013 tentang Perubahan
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal pPendidikan di Kabupaten/kota;

a Nomor 2 Tahun 2012 tentang

pPengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

pada Sekolah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
31 Tahun 2013 tentang Perubahan

Menteri Agama Nomor
Atas Peraturan Menterli Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
was Pendidikan Agama Islam

Pengawas Madrasah dan Penga
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agam
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L2 Peraturan Menteri Apama Nomor 90 Tabigr
Penvelenggarann Pendidikan Madrasah, sely
diabah dengan Peraturan Menten Agama Nomor 66 Taboan

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten
Agama  Nomor 90 Tahun 2013

Pendudikan Madrasah,

201U 1entang
\ainanag telal

lentang Penvelenggaraan

MEMUTUSKAN -

M 2 v . a8 " LY * g s
enetapkan - KEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR  WILAYAH  KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

RA“““A’I‘UL ATHIFALL. AR ROHMAH  BATURFETN() DAMPLT
RABUPATICN MALANG 11 WINSI JAWA TIMUIR.

KESATU s Memberikan  wzin operasional pendinan Raudhatul  Athital

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
hidak terpisahkan dar Keputusan ini.

KEDUA CBagt Raudhatul Athtal setelah ingka waktu 4 (empat) tahun,

hepala Raudhatul Athial vang bersangkutan wanh .

a. Menvampaikan  laporan perkembangan  Raudhatul  Athilal
Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama vang memuiat
paling  sedikit  perkembangan imlah  peserta  didik,
pelaksanaan  kurikulum, pelaksanaan pemcenuhan  standar
Sarana  prasarana, dan  pelaksanaan  pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan: dan/atau

bh. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD /Raudhatul
Athial kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

KETIGA : Dalam  hal  perkembangan  Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelavanan  minimal  penyelenggaraan  pendidikan
dan/atau hasil akreditas: sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
hurut b mendapat perningkat minmimal C, maka 1zin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua hurut a dimlar memenuhi
standar pelavanan minimal  penyelenggaraan | pendur_iikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum kw‘hm
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka 1zin
operasional sebagaimana dimaksud dalam  Diktum  kesatu

dicabut.
KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Desember 2019

Pkl PALA KANTOR WILAYAL

7 ETAREMENTERIAN AGAMA
A TRERNST JAWA TIMUR.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOJS
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUK

NOMOR 1802 TAHUN 2010
TENTANCG

UEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PIENDIRIAN RAUDIIATUL ATHEFAL AR
ROHMAI BATURITNO DAMPIT
RABUPATEN MALANG PROVINS]
JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

I Nama Raudhatuyl Athtal - RAUDHATUL ATHFAL AR Rt 'MHMAH
' BATURETNO DAMPIT RAIUPATEN
ﬂ - MALANG
2 Nomor Statistik Madrasah 101235070419
3 Alamat Raudhatul Athfal - KRP. SELANG RT 30 RW 07

' DESA BATURETNO

KECAMATAN DAMPIT

KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

| |

4 | Nama Organisasi Penyelenggara  PERKUMPULAN LEMBAGA AR-ROHMAIH
el | 2 e S " e - - —— : : ) B =
5  Akte Notaris Organisasi | NO.112, DIANA ISTISLAM. SH . M KN
Penvelenggara
6  Pengesahan Akte Notaris | AHU-0033872.AH.01.07. TAHUN 2015 /

Organisasi Penvelenggara 30 DESEMBER 2015
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PPALA KANTOR WILAYAH
AN TERIAN AGAMA
YR ST JAWA TIMUR,
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KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA/07.0419/ 2019

Diberikan kepada

Nema Madrasah RAUDHATUL ATHFAL AR ROHMAH

Alamat KP SELANGRT 30 RWO0O7
Desa/Kelurahan BATURETNO

Kecamatan DAMPIT
Kabupaten/Kota KABUPATEN MALANG
Provinsi JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah PERKUMPULAN LEMBAGA AR-ROHMAH
Akte Notaris Penyelenggara NO 112 DIANA ISTISLAM SH M KN
Pengesahan Akte Notaris - AHU-0033872 AH 01 07 TAHUN 2015/ 30 DESEMBER 2015
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Sidoarjo. 26 Desember 2019

Pit KEPALA KANTOR WILAYAH

" KEMENTERIAN AGAMA
( _<RBOVINSI JAWA TIMUR,

X

Scanned by TapScanner



